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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka penulis 

mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Menurut hukum adat dan adat keluarga, perjanjian bagi hasil bawang merah 

dilaksanakan di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. 

Pengaturan tersebut hanya dilaksanakan secara lisan dengan kesepakatan 

antara kedua belah pihak. baseline dan hasil tidak sesuai antara pemilik 

tanah dan penyewa. Jelasnya, pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di Desa 

Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 

2. Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian bawang 

merah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan adanya 

penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang 

dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak 

pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan 

prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia 

dapat. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non 

litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh 

kepala desa untuk memutuskan akhir dari permasalahan tersebut. 
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B. Saran  

1. Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Kab tidak melaksanakan 

perjanjian bagi hasil bawang merah menurut peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya karena adat turun temurun yang ada disana. 

Oleh karena itu, peraturan-peraturan perjanjian harus dievaluasi dan 

disosialisasikan oleh pemerintah agar peraturan-peraturan tersebut dapat 

diterapkan secara efektif di masyarakat. 

2. Di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima perjanjian bagi hasil 

pertanian memiliki cara bagi hasil yang berbeda. Beberapa faktor, seperti 

jumlah modal yang dimiliki masing-masing pihak dan bahaya yang 

dihadapi, harus diperhitungkan sebelum mencapai kesepakatan tentang 

sistem bagi hasil, dan para pihak harus menyadari sistem bagi hasil agar 

untuk menghindari perbedaan pendapat. 
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